
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang . 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsl Sumatera Uta.ra {Lembaran 

Negara· Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan 

Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

T ambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

bahwa untuk melaksanakan pasal 63 ayat (3) Peraturan Bupatl 

Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan 

Nomenkiatur Satuan Ke~ja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapanuli Tengah, dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan · Pelayanan Perizinan Terpadu Satu · 

Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah. 

BUPATI TAPANULI TENGAH, 

_·Mengingat 

· Menimbang ( 

PERATURAN auPAT! TAPANULI TENGAH 

NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENT ANG 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

. DINAS PENANAMAN MODA~ DAN PELA YANAN PERIZINAN TERP ADU 

. SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

BERITA DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI.TENGAH 
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1: 



· .. ., .. .., .. 

,__ ,. 
\ 

' Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 · tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomorss, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan lnstansi Ve1tikal di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1 O, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Tugas Pembarituan (Lembaran Negara 

Republik. Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tan,bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 

10. Peraturan Pernenntah Nomor 79 Tahun·2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun · 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Neg~ra 

Republik Indonesia Nomor 4573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5238); 

6. Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

. .. 



BAB i 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

.. Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI 

TENGAH. 

Menetapkan : PERA TURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN 

, FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEL.AYANAN 
\ .. - 

MEMUTUSKAN 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten~ang 

Perangkat · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara 

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Serita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1906) ; 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah; 

16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Susunan Nornenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah 

· Kabupaten Tapanuli Tengah. 1 



BAB II 
ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPAOU 

SATU PINTU 
Bagian Kesatu 

KEDIJDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI · 

Pasal2 
( 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

adalah tipe B yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di 

bidang penanarnan modal · dan pelayanan terpadu satu pintu meliputi 

perurnusan kebiiakan .teknis, perencanaan, pelaksanaan, eva.luasi dan 
penqendanan. 

\. 

3: Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

. kewenangan Daerah Otonom; 

4. Bupati adalah Bupati TapanuliTengah; 

.5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang 

selanjutnya disebut Sekdakab; 

6. · Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah 

Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpa~u Satu Pintu Kabupaten 

Tapanuli Tengah; 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah; 

8. Sekretaris adaiah Sekretaris pada Dinas Penanan Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah; 

9. · Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanan Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tenqah; 

10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Penanan Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah . 

. 1 ·1. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanan Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah. 

12. Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Tengah adalah ASN/PNS; 

13. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
. . wewenang dan hak seorang ASN/PNS dalam suatu Organisasi Negara; 

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalarn 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

\ ' 

1 • 
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Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal3 
.(1 ). Secara hirarki Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu . Satu Pintu, terdlrl · dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kepala Sub Bagian, . dan Kepala Sub Seksi dibantu oleh kelompok Jabatan 
Fungsional. 

h. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset; 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 
funqsinya .. 

(·-. 

, . 
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, mempunyai 
· fungsi; 

a. perurnusan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu dan fasilitasi 

· penanaman modal, pengendalian dan penqembanqan penanaman modal, 

serta promosi dan kerjasama penanaman modal; 

b. pemberian . dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang pelayanan terpadu dan fa.silitasi penanaman modal, pengendalian 

dan pengembangan penanaman modal, serta promosi dan kerjasama 

penanaman modal; 

.. c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman modal, pengendalian dan 

pengembangan penanaman modal, serta promosi dan kerjasama 

penanaman modal; . 

d. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman 

modal, pengendalian dan pengembangan penanarnan modal, serta 

promosi dan kerjasama penanaman modal; 

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang 

pelayanan terpadu dan fasilitasi penanaman modal, pengendalian dan 

pengembangan penanaman modal, serta promosi dan kerjasama 

penanaman modal; 

f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pelayanan tsrpadu dan 'fasilitasi penanaman modal, pengendalian dan 

pengembangan penanaman modal, serta promosi .dan · kerjasama 

penanaman modal; 

g. fasilitasi perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu; 
i 

\ ... ~ 



Pasal4 
Kepala Dinas mernpunyai Tugas Pokok membantu Bupati Tapanuli Tengah dalam 

penyeler'1ggaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan 
· Perizinan Terpadu S~tu Pintu. 

Bagian Kesatu 
-KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 

TERPADU SATU PINTU 

BAB Ill 
URAIAN TUGAS POKOK DAN .FUNGSI 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan F_ungsional. 

----· 
Seksi Pelaporan Layana.n . .., 

. '"''· 

(2). Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu, terdiri dari: 
a. · · Kepala Dinas; 

· . b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan Pengembangan lklim Promosi dan Penanaman 

Modal, terdiri dari: 

1. Seksi Perencanaan Pembangunan Promosi P~nanaman Modal; 
2. Seksi Deregulasi Pelaksan.aan Promosi Penanaman Modal. 
3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana 

Penanaman Modal. 
d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem 

lnformasi, terdiri dari: 

. 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal. 

2. Seksi Pembinaati Pelaksanaan Penanarnan Modal. 

3. Seksi Pengolahan Data dan lnformasi. 

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Psrizinan dan Nonpenzinan, terdiri 

dari: 

1. Seksi Pelayanan Perizinan. 

2 .. Seksi Pelayanan Nonperizinan. 

3. Seksi Penetapan Biaya. 

f. · · Bidang Pengaduan, KebiJakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari: 

'I. Seksi Penqaduan dan lnformasi Layanan. 

2. Seksi l<ebijakan dan Advokasi Layanan. 

-6- 



· kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan 
pelayanan perizinan yang, muda, cepat, akurat dan akuntabel; 

I. melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan 
terpadu sa~u pintu sesuai · dengan mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang 
telah ditentukan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, 
akurat dan akuntabel; · 

rn, menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizihari Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kegiatan yang 
telah dilaksanakan secara berkala; 

merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masalah - rnasalah 
. pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

. Satu Pintu; 
le . rnelakukan koordinasi denqan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberian 

pelayanan penanaman modal dan pelayanan pertzman terpadu satu pintu 

j. 

Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan 
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
Menclisp~sisi surat-surat kepada bawahan sesuai denqan bidang tuqasnya; 
rnengendalikan dan mengarahkan pe!aksanaan tugas Sekretariat, Sub Bagian, 
Bidang-bidang dan Seksi-seksi di iingkungan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan T erpadu satu Pintu; 

i. . . mengoreksi dan menandatangani surat - surat serta memaraf surat - surat 
untLik ditandatangani Bupati; 

g. 
h. 

-7- 

Pasal 5 
Untuk .menyelenggarakan tugas tersebut sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. memimpin · dan mengkoordi"nasikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 
b. merurnuskan petunjuk. pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar 

pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
T erpadu satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang 

-berlaku; 
c. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu 
d. Menetapkan program kerja Dinas Penanaman 1\/lodal dan Pelayanan Perizinan 

. terpadu satu Pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 

. ' 



c. mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian dilingl<ungan sekretariat 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

d. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya yang 

· berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat; 

e. rnenyusun langkah -- langkah kerja I kegiatan Sekretariat sesuai dengan 

rencana kerja yang ditetapkan: . 

f. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai . 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

g. . menqkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan Bidang 

bidang lainnya; . 

h. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sekretariat serta meneruskan 

proses surat menyurat kepada Kepala Dinas; 

i. mengelola pelaksanaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta rumah 

tangga · Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu 

Pintu; 

j. Pe!aksanaan Koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal 
· · dan Pelayanan Perizinan teroadu satu Plntrr 

·(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. peneyelenggaraan penyusunan perencanaan; 

b. . penyelenggaraan pengelolaan administrasi urn um, keuangan dan 
· kepengawaian; . 

organisasi dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan 

· Terpadu Satu Pintu. ·. 

\, ,. : 

Bagian Kedua 
SEKRETARIS 

Pasal6 
Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan . Perizinan terpadu satu . . 

Pintu · adalah unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2} Sekretaris rnempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan 

peiayanan teknis admlnlstrasi dan ketatausahaan kepada seluruh satuan 

(1) 

· n. · memberikan saran dan pertirnbanqan kepada Bupati sehubungan · dengan 

. kebijakan penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan terpadu Satu Pintu; 

p. . . Pembinaan Kelornpok Jabatan Fungsional; 

i. · melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Bupati. 
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'· 
rnemperslapkan saran pertimbangan pemecahan · rnasalah kepada 

·_ Sekretaris; 

I. . memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan administrasi 
· kepengawaian; 

Pasal8 
(1). Uraian Tugas KepalaSub Bagian Umum dan Kepengawaian adalah: 

a. membantu Sekretaris dalam pelayanan teknis administratif kepada satuan 

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu di bidang umum dan kepengawaian; 

b. rnenqhlmpun dan mempelaiari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk 

Pelak.sanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedoman petaksanaan tugas Sub Bagian Umum 

dan Kepengawaian; 

c. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan ·sub Bagian umum da 

Kepengawaian sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan; 

d, · mengarsipkan dan rriemelihara dol<umen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan · tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepengawaian; 

f. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf sesuai dengan pedoman kerja; · 

g. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, kearnanan dan 

kebersthan dilingkungan kerja; 

h. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

. prasarana; 

i. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta asset lainnya; 

j. meneruskan proses adminitrasi surat menyurat kepada sekretaris; · 

k. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

Sekretarts, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Urnum dan Kepengawaian; 

b. Sub Bagian Program dan Keuangan; 

Pasal7 
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h, Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; 

i. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, 

ganti rugi, tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana; 

k. melal<sanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Sadan. 

i -. 

I 
I 
i 
! 
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Bagian Ketiga 
KEPALA BIOANG PER.ENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PROMO~I DA~ 

PENANAMAN MODAL 

Pasal9 
(1). · Bidang Perencanaan Pegembangan lklim Promosi dan Penanaman Modal 

. adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

. bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 
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m. melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat menyurat 

yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

T erpadu Satu Pintu; 

n. menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang· berlaku yang 

· berhubungan dengan tugas Umum dan Kepengawaian; 

m. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan S.ekretaris. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuanqan adalah : 

a. membantu Sekretaris dalam pelayanan teknis administratif kepada Satuan 

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu di bidang program dan keuangan; 

b. menyusun rencana anggaran, program dan kegiatan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 

c. mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program; 

d. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, 

melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, 

memelihara bahan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat 

laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturah 

perundang-undangan yang berlaku; 

e. penyiapan bahan pembinaari, pen-gawasan dan pengendalian; 

f. menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; 

g. menyusun langka-langka kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah 

ditetapkan; 

. h. menyiapkan dokumen pelaksanaan DPA; 

i. memeliara dan rnenyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan 

: ketentuan yang berlaku; 

j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan daam pelaksanaan 

. tugas; 

. k. rnenghimpun dan mempelajari permasalahan petaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Sekretaris; 

I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan l<epata Sekretaris. 

( 
'· .. ;:./ 
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. k. · mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Perencanaan Pegembangan 

lklim promosi · dan Penanaman Modal serta meneruskan proses surat 

j. rnenqkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pegembangan 

lklim promosi dan Penanaman Modal dengan Bidang-Bidang lain dan 
Sekretariat; 

i menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Bidang Perencanaan 

Pegembangan lklirn promosi dan Penanaman Modal sesuai dengan 

Rencana Kerja yang ditetapkan; 

h. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya yang 

berhubungan dengan · pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan 

Pegembangan lklim promosi dan Penanaman Modal; 

· · g. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Perencanaan Pegembangan 

_ lklim promosi dan Penanarnan Modal; 

f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; 

e. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal Jingkungan daerah 

dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara 

iain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 

daerah; 

d. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan diluar 

negeri; 

. c. Pengkajian, penyusunan deregulasill<ebijakan penanaman modal lingkungan 

daerah; 

·.b. Penyusufian dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman 

modal lingkungan daerah; 

. . ' 

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis 

dan rencana pengembangan penanaman modal dilingkungan daerah 

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; 

i 
I 

' ( ' 
•, ~:·'' 
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, (2) Kepala Bidang Perencanaan Pegembangan lklim prornosi dan Penanaman 

Modal mempunyai tugas mernbantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 

di bidang Perencanaan Pegembangan lklim Promosi dan Penanaman Modal. 

(3) Untul< melaksanakari tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada . ayat {2) 

· Kepala Bidang Perericanaan Pegembangan lklim promosi dan Penanaman 

Modal menyelenggarakan fungsi : 



Perencanaan Pembangunan Promosi Penanaman Modal; . 

c. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Perencanaan 

.· Pembangunan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja 

yang ditetapkan; 

. kebijakan/strategis promos! 

berdasarkan wilayah; 

f. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya 

yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 

dan penyusunan 

lingkup daerah 

data, analisis 

penanaman modal 

melakukan pengurnpulan 

kebijakan/strategis promosi 

berdasarkan sektor usaha; 

e. ·. rnelakukan pengumpulan 

dan penyusunan 

lingkup daerah 
data, analisis 

penanaman modal 
d. 

Pasal 11 

( 'I) Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Promosi penanaman 

modal adalah : 

a. membantu Kepala Bidang Perencanaan Pegernbangan lklim Promosi dan 

Penanaman Modal· dalam melaksanakan tugas Bidang Psrencanaan 

· Pembangunan Promosi Penanaman Modal; 

b. melakukan pengumpulan data, analisa dan penyusunan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman · modal lingkup 

.daerah berdasarkan sektor usana; 

· c. . mengumpulkan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana 

. strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan wilayah; 

Pasal10 

Bidang Perencanaan Pegembangan lklim promosi dan Penanaman Modal, terdiri 

dart 
a. Sekst Perencanaan Pembangunan Promosi Penanaman Modal; 

b. Seksi Deregulasi Pelaksanaan Promosi, Penanam Modal; 

· c. · Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman 

Modal. 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

. . ' 

I. · menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta rnempersiapkan saran 

pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas; 
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' \ . . Penanaman Modal dalam melaksanakan tug as bidang Deregulasi 

Pelaksanaan Promosi Penanam Modal; 

b. melakukan psnqumpulan data, analisis dan penyusunan 

deregulasi/kebijakan· penanaman modal lingkup daerah berdasarkan 

sektor usaha; 

c. · melakukan pengumpulan data, analisis. dan penyu_sunan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup. daerah berdasarkan 

wilayah 

d. melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

e. melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman 

modal; 

f. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk T eknis serta bahan - baha~ lainoya 

. yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas SeksiDerequlasi 

Pelaksanaan Promosi Penanam Modal ; 

. g. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi · Deregulasi 

Pelaksanaan Promosi Penanarn Modal sesuai dengan rencana kerja yang 

ditetapkan; 

e. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Deregulasi 

Pelaksanaan Promosi Penanam Modal dalam berbagai bentuk sesuai 
dengan keperluannya; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Deregulasi Pelaksanaan 

Promosi Penanam Modal dengan Seksi lainilya; 

g. · mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Deregulasi Pelaksanaan 

. Promosi Penanam Modal sesuai dengan pedoman kerja; 

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Perencanaan 

Pembangunan Promosi Penanaman Modal dalam berbagai bentuk sesuai 

dengan keperluannya; 

e. · mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Per:encanaan Pembangurian 

. Promosi Penanaman Modal dengan Seksi lainnya; 

f. · mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Perencanaan Pembangunan 

Promosi Penanaman Modal sesuai dengan pedoman kerja; 

i. menghimpun · dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tu9as serta 
. mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Bidang; 

.l. melaksanakan tugas · - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Perencanaan · Peqernbanqan lklirn Promosi dan Penanaman Modal. 

(2) Uraian Tugas Seksi Deregulasi Pelaksanaan Promosi Penanam Modal adalah : 

a. mernbantu Kepala Bidang Perencanaan Pegembangan lklim Promosi dan 
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. . 
i. . melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepc;la Bidang 

Perencanaan Pegembangan lklim Promosi dan Penanaman Modal. 

. 
e. Melakukan pubHkasi dan distrlbusi bahan-bahan promosi penanaman 

. modal; 

f. menqhirnpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk T eknis serta bahan - bahan lainnya 

yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 

Pemberdayaan Usaha Dserah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal; 

h. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha 

Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal sesuai denga.n 
rencana kerja yang ditetapkan; 

e. · mengarsipkan dan memelihara dokumen adminlstrasi Seksi .. 
Pemberdayaan Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal 

dalam ·berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; 

f. · rnengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha 

Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dengan Seksi lainnya; 

g. . mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pemberdayaan Usaha 

Daerah,· Sarana dan Prasarana Penanaman Modal sesuai dengan 

pedoman kerja; 

. h. . · menghimpun dan mempelajari permasalahan · pe!aksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Bidang; 

.... - .. 
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h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertlmbanqan pemecahan masalah kepada Kepala 
Bidang; 

· i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Perencan~an Pegembangan lklim Promosi dan Penanam_an Modal. 

(3) Uraian Tugas Seksi Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, Saranadan Prasarana 

Penanaman Modal adalah: 

a. membantu Kepala Bidang Perencanaan PeQembangan lklim Prgmg8i elan 
Penanarnan Modal dalam melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan 

Usaha Daerah, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal; 

b. melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku · usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi; 

c. melakukan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan 

koperasi; 

cl. melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman 

modal. 

I 
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f. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai 

bentuk sesuai dengan keperluannya; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan Sistem !nformasi serta meneruskan proses surat 

menyurat kepada Kepala Dinas; 

h. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas; 

· · n. merumuskan langka-langka kerja/kegiatan. dibidang Pengendalian 

Pelaksanaan Penanarnan Modal dan Sistem lnformasi sesuai dengan 

renc.a~a kerja yang teleh ditetapkan; 

i. melaksanakan tugas ,... tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 
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Bagian Keempat 

KEPAlA BIDANG PENGENDALiAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN 
SISTEM INFOR.MASI 

Pasal12 

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem lnformasi 

· adalah unsur T eknis yang dipimpin oleh seorang Kepala -Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem 

lnformasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas di 

bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem lnformasi. 

(3} · Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagairnana dimaksud pada ayat ( 2 ) 

· Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan _Penanaman Modal dan Sistem 

lnforrnasi menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah dan · pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman 

modal sesuai ketentuah kegiataan . usaha dan peraturan perundang 

und~ngan; 

b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 

c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan 

· pengelolaan data penanaman modal; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanarnan Modal dan Sistem lnforrnasi; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal dan Sistem lnformasi dengan Bidang - bidang lainnya 

, .... ., dengan Sekretaris; 



Pengawasan Penanaman Modal dengan Seksi lainnya; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pemantauan dan 

Penqawasan Penanaman Modal sesuai dengan pedoman kerja; 

h. menghimpun dan mernpelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

. mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Bidang; 

i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengendalian Pelaksanaan Penanarnan Modal dan Sitem lnformasi.. 

Pengawasan Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja yang 

ditetapkan; 

mengarsipkan dan memelihara dokumen a.dministrasi Seksi Pemantauan 

dan Pengawasan Penanaman Modal dalam berbagai bentuk sesuai 

dengan keperluannya; 

f. · mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pernantauan dan 

e. 
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Pasal 13 
Bidang Pengendalian Petaksanaan Penanaman Modal dan Sistem lnformasi, terdiri 

dari : . 

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; 

b. . Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 

c. Sekst Pengelolaan Data dan lntormasl. 

e. 

Pasal14 

(1) · Uraian Tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal 

adalah: 

a. · mernbantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

dan Sitem lnformasi · dalam rnelaksanakan tugas bidang Pemantauan dan 

Pengawasan Penanaman Modal; 

b. · melakukan pemantauan realisasi perianaman modal berdasarkan sektor 

usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan perianaman 

modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang 

udanqan; 
c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal; 

d. menghimpun dan . mempelajari Peraturan Perundang - . undangan, 

Petuniuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya 

~,ang berbubunqan dengan pedoman pelaksanaan tugas Pemantauan dan 

Pengawasan Penanaman Modal ; 

. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Pemantauan dan 



. . . 
dan Slstem lnformasi dalam melaksanakan tugas bidang Seks! Pengolaan 

Data dan lnformasi; 

b. melakukan penqelolaan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan 

penanaman modal; 

c. · · rnelakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

penanaman modal; 

d. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya 

yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pengolaan 
Data dan lnformasi ; 

. Penanaman Modal sesuai dengan pedoman kerja; 

i. menghimpun dan mempelajari perrnasalahan pelaksanaan tugas serta 

niempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala . 
Bidang; 

j. melaksanakan tugas ··- tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem lnformasi. 

(3) Uraian Tugas Seksi'Pengolaan Data dan lnformasi adalah: 

a. · membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

f. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal dalam berbagai bentuk sesuai dengan 

keperluannya; 

g. · · mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pelaksanaan 

Penanarnan Modal c;:tengan Seksi lainnya; 

h. menqarahkan oelaksanaan tugas Staf Seksi Pembinaan Pelaksanaan 

.. (2.) · Uraian Tugas Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah: 

a. . membantu · Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

dan Sistem lnformasi dalam melaksanakan tugas bidang Seksl Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal; 

b. · melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan 

· sektor usaha dan wilayah; 

c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal 

lingkungan daerah; 

d. menghimpun · dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya 

. yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal ; · 

e. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja yang 

ditetapkan; 
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' (2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

mempunyai tugas membantu Kepala_ Dinas · dalam melaksanakan tugas di 

bidang Penyelenggaraan Pela.yanan Perizinan dan Non Perizinan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

.Kepala s'fctang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, rnengevaluasi, 

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan 

dan non perizinan; 

b. melal<sanakan, merencanakan, mengelola, rhemeriksa, memverifikasi, 

· mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, 

memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan 

dan non perizinan; 

c. melaksanakan, merencanakan, mengelola, memeriksa, memverifikasi, 

mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, 

pelaporan, mengadi'ninistrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non 
perizinan; 

Pasal15 

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah unsur 

· Tekrus yang dipimpin oleh seoranq Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kalima 

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN 

e. · menyusun !angkah """l~ngkah kerja I kegiatan Seksi Pengolaan Data dan 

informasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

f. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi Seksi Pengolaan 

Data dan lnformasi dalarn berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; . . . 

g. mengkoordinasikan · pelaksanaan tugas Seksi Pengolaan . Data \"Jan 

lnformasi dengan Seksi lainnya; 

'h. mengarahkan · pelaksanaan tugas Staf Seksi Pengolaan Data dan 

lnformasi sesuai dengan pedoman kerja; 

h. menghimpun · dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Bidang; 

i. melaksanakan tugas -. tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem lnformasi. 
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Pasal17 
(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan adalah: 

a. membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinah dan Non 
Perlzinan dalarn melaksanakan tugas bidang Pelayanan Perlzinan; 

b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan; 
c. merencanakan peyelenggaraan pelayana11 perizinan; 
d. · mengolah penyelenggara.an pelayanan perizinan; 
e. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan; 
f. memverifikasi peyelenggaraan pelayanan perizlnan; 

g. mengidentifrkasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; 
h. · · mengkoordinasikan peyelenggaraan pelayanan perizinan; 
i. memvalidasi penyele~ggaraan pelayanan perizinan; 
j. membuat konsep .penyeienggaraan pelayanan perizinan; 

Pasal16 
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari : 
a. Seksi Pelayanan Perizinan; 
b. Seksi Pelayanan Non. Perizinan; 
c. Seksi Penetapan Biaya. 
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. d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyelenggaraan Pelayanan 
· Perizinan dan Non Perizinan; 

e. · pemantauan dan evaluasi di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan; 

f. · mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelaya11an 
Perizinan dan Non Perizinan derigan Bidang - bidang lainnya dan denqan 
Sekretaris; 

g. · rnengarsipkan dan memelihara dokumen admihistrasi dalam berbagai 
bentuk sesuai dengan keperluannya; 

h. · mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan sorta meneruskan proses surat menyurat 
kepada Kepala Dinas; 

i. mempersiapkan dan merumuskan program Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

J. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran 
pertimbang.an pemecahan masalah kepada Kepala Dinas; 

k. merumuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang Penyelenggaraan 
_Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan rencana kerja yang 
telah ditetapkan; 

I. rnelaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas 



,, 

(2) Uraian Tugas Seksi pelayanan Non Perizinan adalah : 

a. membantu Kepala Bidarig Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan dalam melaksanakan tugas bidang Pelayanan Non Perizinan; 

b. rnelaksanakan penyelenggaraan pelayanan non perizinan; 

· · c. · merencanakan peyelenggaraan pelayanan non perizinan; 

d. mengolah penyelenggaraan pelayanan non perizinan; 

e. merneriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan non perizinan; 

· f. memverifikasi peyelenggaraan pelayanan non perizinan; · 

g. · rnengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan; 

· h. · mengkoordinasikan peyelenggaraan pelayanan non perizinan; 

J, memvalidasi penyelenggaraan pelayanan non perizinan; 

j. · membuat konsep penyelenggaraan p,elayanan non perizinan; 

k. menyusun laporan penyelenqqaraan pelayanan non perizinan; 

I. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan non perizinan; 

m. menerbitkan dokumen iayanan non perizinan; 

n. . menghimpun dan mempeiajari Peraturan Perunda'ng - undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan ·- bahan lainnya yang 

berhubunqan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan non 

Perizinan; 

. o. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Pelayanan non 

Perizinan sesuai dengan rencanakerja ya,.ng ditetapkan; 

L . mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan; 

m. menerbitkan dokumen layarian perizinan; 

n. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundanq - undangan, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan ·- bahan lainnya yang 

berhubungan dengan pedornan . pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan 

Perizinan; 

· o. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan 

sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dengan 

Seksi lainnya; 

g. rnenqarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pelayanan Perizinan sesuai 

· . dengan pedoman kerja; 

h. menghimpun dan mernpelalari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mernpersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

· Bidang; 

i. , · melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 
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p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan . non Perizinan 

dengan Seksl lainnya; 

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pelayanan Non Penzinan 

sesuai dengan pedoman kerja; 

h. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
Bidang; 

i. . melaksanakan tugas - tugas lain ya·ng diberikan Kepala Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

(~1) Uraian Tugas Seksi Penetapan Biaya adalah : 

a. rnembantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan dalam melaksanakan tugas bidang Penetapan Biaya; . 

b. menyusun dan penyiapan pedoman, tata cara, prosedur dan mekanisme 

penetapan retribusi daerah; 

c. rnempersiapkan rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh seksi penetapan 

biaya; 

d. memberikan layanan, konsultasi kepada wajib retribusi daerah bidang 

perizinan dan non perizinan; 

e. membuat perhitungan dan konsep penetapan besaran biaya perizinan dan 

.. non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

f. rnembuat surat ketetapan retribusi daerah (Sl<RD), surat ketetapan lebih 

bayar .(SKLB), surat keterangan kurang bayar (SKKB); 

g. Menyusun laporan berkala mehgenai realisasi penerimaan pendapatan 

daerah dari retribusi izin yang telah diterbitkan; 

· h. · Mengkoordinasikan dengan tim teknis terkait hasil peninjauan lapangan 

serta mempedomanin data pelaksanaan survey lapangan untuk penetapan 

biaya pembayaran pajak/retribusi perizinan dan non perizinan; 

1. Menerima, membukukan dan menyetorkan pembayaran pajak, retribusi 

dan fiscal perizinan dan non perizinan ke kas daerah; 

. · · '. j. . menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, 

Petunjuk Petaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lalnnya 
· yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi penetapan 

Bia ya; 

k. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Penetapan Biaya 

. s.esuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

· I. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan Biaya dengan 

Seksi lainnya; 

m. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Penetapan Biaya sesuai 
denaan nadornan kcri!:\· 
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layanan,pembangunan · sarana dan prasarana · insfrastruktur jaringan 

layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan; 

d. · menciptakan (inovasi) - pola layanan menyusun data dan pelaporan 

peiayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah transparan serta 

terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; 

memetakan mendokumentasikan, data, mengarsipkan 

menqolah, memimpin, r:nengimplikasi, mengsingkronisasi, mengevaluasi 

memonitoring penyusunan kebijakan, harmonlsasi dan pemberian 

advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

peny-elenggaraan perizinan dan non perizinan; 

c. - - melaksanakan, memfasilitasi, merancang, mengumpul, memvenfikasl, 
menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, 

menqevaluasl, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar 

layanan (SOP,SP,SPM,MP), mengoperasionalkan, menginput, 

· Bagian Keenam 

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN P_ELAPORAN LAYANAN 

Pasal18 

(1) · Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan adalah unsur teknis yang 

dipimpin cleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang . Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalarn melaksanakan tugas di Bidang 

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, 

rnerumuskan, mengidentifikasi, memverlfikasi, mernimpin, 
mengkoordinasikan, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, 

menihdaklanjuti, menookumentasikan, penanganan pengaduan dan 

informasi pelayanan perizinan dan non perlzinan; 
b. rnelaksanakan, merancang, menqurnpulkan, merumuskan, memverifikasi, 

menganalisis, memfasilitasi, mengidentifikasi, rnengkoordlnasikan 

. n. . menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Bidang; 

o. rnelaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala · Bidang 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 
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Pa.sal20 

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pengaduan dan lnformasi layanan adalah: 

a. membantu Kepala Bidang Pengadua, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

tugas bidang Pengaduan dan lnformasi layanan; 

· b. · melaksanakan adminstrasi pengaduan, inforrnasi dan konsultasi layanan 

dalam penyelenggara.an pelayanan perizinan dan non perizinan; 

c. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi dan 

konsultasi layanan dalarn penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

d. merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan 

dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 

e. mengidentifikasi teknis penanganan pangaduan, informasi dan konsultasi 

layanan, secara teknis dan operasional pelayanan perizinan dan non 
perizinan; 

f. mendokumentasikan dan mengarsipkan penaganan pengaduan, 

· imformas.i dan konsultasi layanan_ dalam penyelenggaraan perizinan dan 

non perizinan; 

g. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan , inforrnasi dan 

konsultasi layanan dalam peyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 

11. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan , informasi dan 

konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

Pasal 19 

Bidang· Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari : 

a; Seksi Penqaduan dan lnformasl layanan; 

b. · Seksi kebijakan Advokasi layanan; 

c, Seksi Pelaporan La ya nan. 
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e. perumusan kebijakan daerah dibidang Pengaduan, Kebijakan dan 

Pelaporan layanan; 

f. menghimpun · permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan 

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala Dinas; 

· · g. . . merurnuskan langka-langka kerja/kegiatan dibidang Pengaduan, Kebijakan 

dan Pelaporan Layanari sesuai dengan rencana kerja yang telah 

ditetapkan; 

h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

( . 
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1: ., 

i. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan informasi dan 

konsultasi layanan dalam ranqka penyelenggaraan palayanan perizinan 

dan non perizinan. 

j. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi 

dan konsultasl layanan dalam penyelenggaraan peiayanan perizinan dan 
non perizinan; 

k. menggordinasikan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi 

l.ayanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; · 

I. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, 

informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan layanan 

perizinan dan non perizinan; 

m. menyusun laporan penangan pengaduan, imformasi dan konsultasi 

layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

n. . . menghimpun dan mempelajari Peraturan . Perundang - undangan, 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan - bahan lainnya 

yang _ berhubunqari dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi 

Penqaduan dan lnformasi Layanan; 

o. menyusun langkah - langkah kerja I kegiatan· Seksi Pengaduan dan 

lnformasi Layanan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

p. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan lnformasi 

Layanan dengan Seksi lainnya; 
' .. 

g. rnengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pengaduan dan lnforrnasi 

Layanan sesuai dengan pedoman kerja; 

. . h. . . menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 

Bidang; 

l, melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 

(2) · Uraian Tugas Seksi Kebijakan.dan Advokasi layanan adalah: 

a membantu Kepala Bidang Pengadua, Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

dalam melaksanakan tugas bidang Kebijakan dan Advokasi layanan; 

b. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait 

dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuiuhan 

kepada masyarakat; 

c. · merencanakan kebijakan dan harrnonisasi serta .advokasi layanan terkait 

dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

d. · mengumpuikan · bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait 

harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa 
pelayanan perizinan dan non perizinan: 
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terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model 

.. atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat; 

k. membuat konsep rancanqan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta 

advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

I. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi 

layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalarn mengeluarkan 

peraturan lingkup daerah; 
m. menyusun Iangkah - langkah kerja I kegiatan Seksi Kebijakan dan 

Advokasi Layanan sesual dengan rencana kerja yang ditetapkan; 

n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kebijakan dan Advokasi 

Layanan dengan Seksi lainnya; 

g. . mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Kebijakan dan Advokasi 

Layanan sesuai dengan pedoman kerja; 

h. · menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta 

mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
\ 

Bidang; 

. i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 

i. menerima dan menganalisis permchonan peniberian insentif dan 
pernberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangari serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan 

pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalarn penqambilan 

kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan 
berusaha; 

j. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah 

e. . menganalisis bahan-bahan kebijal<an terkait harmonisasi reguiasi daerah 

dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanali perizinan dan non 

perizinan; 

f: rnengkaji dan rnengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan 

dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan 

advokasi (termasuk untuk. memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. . mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait 

. pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian 

· senqketa pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

h. . pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; 
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. . SPM dan MP), dan lnovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan. 

j. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana 

infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi 

serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan 

k. · mombuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

penqembanqan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 
SPM dan MP), dan lnovasi dalam penyelenggaraan pelayanan peri.zinan 

l 
.I 

i 

I 
I 

i. 

' 
g. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap 

pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana 

dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola 

perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, 

transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang 

efes1en dan efektif. 

h. merumuskan dan memetakan data dan bahan pslaporan yang rneliputl; 

pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi 

layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan 

perizinan dan nonperizinan. 

mengkoordinasikan data dan bahan · pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 
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(3) Uraian Tugas Seksi Pelaporan layanan adalah : 

a. niembantu Kepala Bidang Pengadua, Kebijakan. dan Pelaporan Layanan 

dalarn melaksanakan tugas bidang Kebijakan dan Advokasl layanan; 

b: menyiapkan data dan bahan pelaporan yang· rneliputi; pengernbangan, 

pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), 

dan lnovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

c. · merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan lnovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

d. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pelaooran yang 

meliputi; pengembang_an, pengendalian, mutu layanan, standar layanan 

(SOP,SP,SPM dan MP), dan lnovasi pelayanan · perizinan dan 

nonperizinan. 

e. mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan lnovasi pelayanan perizinan dan nonpenzinan. 

f. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan lnovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan. 



Bagian Kedelapan 

. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa!22 
( 1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaqa fungsional dalam jenjang 

jabatan fungsional yang dalam beberapa kelompok bidang keahliannya; 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin 

oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk oleh kepa.la Dinas; 

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dari beban 

kerja; 

(5) Jenis jenjang jabatan Funqslonal dan pernbinaan terhadap tenaga fungsional 

diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketujuh 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal21 
Pembentukan Nomenklatur. serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis 

akan ditetukan dan diterapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tenqah. 

I. menyusun laporan data dan bahan pelaporan- yang meliputi; · 

pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, 

SPM dan MP), dan lnovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik). 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelaporan layanan dengan 

Seksi lainnya; 

. n. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pelaporan layanan sesuai 

dengan pedoman kerja: · · 

o. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta . . 

mernpersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala 
· Bidang; 

p. . rnelaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengadua, 

Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 
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Diundangkan di Pandan 
pada tanggal 7 Maret 2017 

SEKRETARIS 'AERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

. \\~o / 
HENDRI SUSANTO f MBANTOBING 

SERITA DAERAH KABU~P~A~T~E~N~T~A~P~.~~NU~Lb!l.1T~GAIUM:ll.DL2D..1:z.AIQI.Cligg...a------ 

Ditetapkan di Pandan · 
· pada tanggal 6 Maret 2017 

Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH 

ttd 

BlJKIT TAMBUNAN 

Pasal24 

Dengan 'berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 

· 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Tapanuli Tengah dan sernua ketentuan yang terkalt tentang uraian tugas 

pokok den fungsi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasa:I 25 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang rnengenai 

pelaksanaanr.ya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupeti, 
Pasal26 

. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Serita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal23 

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

lntegrasi dan Sinkronisasi baik didalam lingkungan Dinas Penanan Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maupun diluar Organisasi Dinas 

Penanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas 

masing-masing; 

(2) · Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerapkan penqawasan 

melekat sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan. 

BABV 

KEl"ENTUAN PENUTUP 


